LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH




KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kusss atas kehendak-Mya kami dapat
melaksanakan fugas dan pekeraan kepemerintahan di Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023 dengan bak untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nemor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana
Fembangunan Daersh Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026, Dalam
hal inl kami sampaikan teima kasih kepada Organisasi Ferangkat Daerah
Kabupaten Banggal Kepulauan dan semua pihak yang telah bekera dan berperan
mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Laporan Kinera Instansi Pemenntah (LKjIP) yang disusun berdasarkan pada
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1899 tentang Akuntabilitas Kinera Pemerintah
{AKIP), dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Magara
Nomor 239/IX/8/8/2003 fentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada hakikatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) membahas
tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan
ndikator kinerja yang sesual dengan Indikator Kinera Utama, serls pencapaian
sasaran dan fujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi pemerintahan
Kabupaten Banggai Kepulauan. Penyusunan laporan ini memberikan informasi
pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan perangkat daerah selama
tahun 2023 sebagai wujud transparansi tata pemerintahan yang balk.

LKJIP kKabupaten Banggal Kepulauan Tahun 2023 merupakan LKjIP tahun
keanam Pelaksanaan Paraturan Daerah Momor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulsuan Tahun 2023 - 2096
Panyusunan LKJIP ini merupakan analisis realisasi kinerja, capaian sasaran strategis
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang menjadi indikator (tolak
ukur) pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang
dapat dipergunakan sebagai penilaian pengambilan keputusan pihak-pihak terkait
dalam melakukan introspeksi guna membuat lfangkah-angkah perbaikan dan
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peningkatan kinerja sehingga dapat memberkan pelayanan prima kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

Melalui LKjIP Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 ini diharapkan terad
optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan peningkatan efisiensi, dan produktifitas
kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintahan
Kabupalen Banggai Kepulauan ke depannya, sehingga mendukung kinera
pemenntah dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government

Secara Keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Banggai
Fepulauan ftelah banyak membuahkan hasil, namun disadan masih terdapat
beberapa indikator kinerja yang belum tercapal, dengan adanya laporan ini dapat
sebagal sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan
efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kemi menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja
Pemenntah Kabupaten Bangpai Kepulauan, baik dari aspek kineda maupun
penyajian laporan ini, oleh karena ifu kami berharap adanya masukan dari pihak-
pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya,

Salakan, 31 Maret 2023
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistern Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
penvujudan instansi pemerintah untuk memperanggungjawabkan keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan visi-misi organisasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan metalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serla
beronentas! kepada hasil (result oriented government). Selain itu sesua dengan
Feraturan Presiden Momor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi  birokrasi
menempatkan akuntabilitas kinerja sebagal salah satu area perubahan dan
menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran
utama reformasi birokrasi. Dengan demikian, LKIP Pemerintah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2023 inl  untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan dan kegagaslan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun
anggaran 2023 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana
visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan “MEWUJUDKAN KEBUPATEN
BANGGAI KEPLLAUAN YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MERATA”,

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,
RPD Kabupaten Banggal Kepulauan 2023-2026 memuat tujuan dan sasaran
strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan), indikator kinerja
dan rencana capaian target kinerja tahunan mulai tahun 2023-2026 serta arah
kebjakan yang menjadi program utama. Program utama ini lebih lanjut akan
dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan tahunsn. Guna menjaga konsistensi
penggunaan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan selama
3 (Tiga) tahun perencanaan. dibakukanlah sasaran dan indikator kinera dalam
dokumen Indikator Kinerfa Utama (IKU) vang dijadikan pedoman dalam
perencanaan pembangunan dan kinera tahunan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai
Kepulauan pada tahun 2023 dapat dikatakan Sangat Baik/ Sangat Berhasil, Hal
ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat
dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebjjakan, program dan kegiatan
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sebagaimana tertuang dalam Rencana Kera Pembangunan Daerah (RKPD)
Femerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 2023 dan Perjanjian  Kinerja
Pemerntah Kabupaten Banpgal Kepulauan 2023, Hasil pengukuran kinerja
menunjukkan bahwa dari 2B sasaran strategis dengan 30 indikator kinerla utama
yang teiah ditetapkan dafam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2023 menunjukkan bahwa beberapa hal yang peru juga
menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupatan
Banggai Kepulauan Tahun 2023, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target Kinerja
sasaran untuk pencapaian tujuan, visl yang telah ditetapkan didalam RPD.
Umumnya dalam LKjIP Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan Tahun
2023 pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD,
penganggaran program dan kegiatan PD masih bersifat project orented,
belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah lertuang didaiam
RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program
yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi
pendanaan yang relative besar. Oleh karena jtu periu adanya komitmen atau
penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar
mengacu pada pricritas daerah.

2 Kurang pemahaman SDM aparatur dalam menyikapl perubahan aturan
pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering
dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan
sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan
mendasar masyarakat.

LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, prestasi kineria vang berhasil
diraih merupakan hasil kera keras seluruh Organisasi perangkat daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan bersama dengan stakeholder yang dibingkai
semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenntah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi
Pemerintah (SAKIF) dalam rangka penanggungjawaban dan peningkatan
Kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk maningkatkan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
beranggung jawab serta berorientasi kepada hasl (resultoriented
governement). Selain il sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dalam rangka
melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai
salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang
akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformas! birokrasi.

SAKIP didefinisikan sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas,
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pangukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhitisaran, dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah. Penyelenggaran SAKIP meliputi rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinena, dan pelaporan
kinena, serta reviu dan evaluasi kinera, Sesuai siklusnya, setelah selesai
pelaksanaan anggaran dan kegiatan, entitas akuntabilitas satuan kerja, entitas
akuntabilitas unit kera, dan entitas akuntabilitas kementerian/ lembaga/
pemenntah daerah, menyusun laporan kinerja tahunan atau lebih dikenal
Laporan Kinerja Instansi Pemernntah (LKjIP). Laporan kinerja merupakan bentuk
akuntabilitas darl pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
sefiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperiukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinena dan
evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinena.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah
wajib menyusun LKjIF. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tenta
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Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinera, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kineda Instansi Pemerintah, vang menegaskan
kemball instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota,
Unit Organisasi Eselon | pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kera Perangkat
Daerah. dan unit kerja mandii yang mengelola anggaran tersendin dan/ atau
unit yang ditentukan oieh pimpinan instansi masing-masing.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
suatu sistem perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan berbagai
dokumen perencanaan dan kinerja dengan waktu panyusunan yang berbeda
sesual siklusnya. Oleh karena itu dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdin
sendin, namun ferkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD RKPD. Indikator
Kinerja Utama (IKU), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Pearjanjian
Kinera. Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah MEMYLSLN
LKjIP 2022,

LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung
jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapal tujuan/sasaran strategis instansi.
Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana Yang
ditetapkan dalam dokumen peranjian kinerja dan dokumen perencanasn.
Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan sustu dokurmen permyataan
xinerja /kesepakatan kinerjal perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
oleh instansi. Dokumen Perjanfian Kinena memuat pemyataan dan lampiran
formulir yang mencantumkan sasaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggung jawaban
Kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis  instansi
sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinera diawal tahun
anggaran. Dokumen LKE]IP ini dapat digunakan sebagai -

* Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pancapaian kinera
Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan dengan mernbandingkan hasi
pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja,

= Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;



= Bahan penyusunan rencana programikegiatan dan kineda Pemerintah
Kabupaten Bangpai Kepulauan pada tahun benkutnya,

Kabupaten Banggal Kepulauan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 fentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 3900) sebagai mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomaor
31 Tahun 186889 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupatsn
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3866), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan periode Tahun 2017-2022 disahkan dengan Keputusan
Menter Dalam Negeri Nomor 131,72-3080 Tahun 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan ini disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran sebagai
bentuk menifestasi darl evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan
selama 1 (satu) tahun anggaran dan sebagal bahan pijakan dalam MIENYUSUN
langkah-fangkah pada tahun berkutrya. LKjIP merupakan perwujudan kewajiban
Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegistan yang telah diamanatkan para
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan yang tertuang di dalam Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023 -2028,

1.2 Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

Gambaran umum Femerintah Kabupaten Banggal Kepulauan dapat
dilinat dari organisasi perangkat daerah beserta tugas dan fungsi dan aspek
stralegis Pemenntah Kabupaten Banggai Kepulauan

1.2.1 Organisasi Perangkat Daerah

Urganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dibentuk
untuk meiaksanakan fugas dan pekerjaan dalam menjalankan pemerintahan
yang merjadi urusan daerah. Meskipun Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Ka ten Banggai Kepulauan
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yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banggal Kepulauan Momor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan astas Peraturan Daerah nomer 8 Tahun 20186

Tentang Pambentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulasan, terdin dari -

1. Sekretariat

b

Sekretariat Daemh
oekretanat DPRD

2. Dinas

g

Dinag Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Perikanan

Dinas Kesehatan

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Ketenagakerjaan danTransmigrasi
Dinas Pariwisata

Cinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pananaman Madal dan Felayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pandidikan dan Kebudayaan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah

Dinas Sosial

. Binas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pemuda dan Clahraga

ﬁ
1
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B.

t.

W,

Dinas Perhubungan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Peranian

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Badan

b

Badan Pendapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan  Perencanaan Pembangunan Dsaerah dan  Penalitian
Pengembangan (Bappeda)

Badan Kesatuan Bangsa dan Puolitik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBO)

Inspekiorat

Rumah Sakit Trikora Salakan

Fumah Sakit Pratama

4. Perangkat Daerah lainnya

b.

KFecamatan

Kelurahan

Sebagaimana teruang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banggai
Kepulavan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Sekretanat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten
Banggai Kepulauan, tugas pokok Satuan Kera Perangkat Daersh
Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :
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Tabel 1.1 Daftar OPD dan Tugasnya

Nama OPD

Tugas

Sekretanat Daerah

Membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan

pengoordinasian  administratif  terhadap
pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah sera pelayanan
administrative

Sekretariat DPRD

Menyelenggarakan administrasi
kesekretanatan dan

keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi

DPRD, seria menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga

ahli yang diperiukan oleh DPRD dalarm
melaksanakan hak

dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipll

Dinas Pearikanan

embantu Bupati melaksanakan Urusan
emernintahan yang menjadi
nangan Daerah dan Tugas
mbantuan yang diberikan kepada
rah dibidangadministrasi
dudukan dan pencatatan sipil

embanty Bupati melaksanakan Urusan
enntahan yang menjadi kewenangan
h di bidang keiautan dan parikanan

Dinas Kesehatan

ntu Bupati melaksanakan Urusan
rintahan yang menjadi kewenangan
rah di bidang Kesehatan

atuan Polisi
Famong Praja

elaksanakan urusan pemerintahan
ang ketenteraman dan ketertiban umum
periindungan masyarakat sub polisi
mong praja dan kebakaran

~4

Dinas Komunikasi
dan Informatika

mbantu Bupati melaksanakan Urusan
enntahan yang menjadi
ewenangan [Daerah dan Tugas
embantuan yang diberikan kepada
rah dibidang komunikasi dan
nformatika, persandian, dan statistik

Dinas

Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi
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bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi
8. Dinas Pariwisata mbantu Bupatl melaksanakan Urusan
merintahan yang menjadi
n Daerah dan Tugas di
wang Pariwisala
10. [Dinas bantu Bupali melaksanakan Urusan
Pembardayaan emerintahan yang menjadi
Perempuan, ewenangan Daerah dan Tugas di
;Z:mggﬁm idang Pemberdayaan Perempuan,
Penducdukdar rlindungan Anak, Pengendalian
Hmua_rga Berencana nduduk dan H‘.’E’l'LiErﬂﬂ‘ Berencana
11. [Dinas Penanaman embantu Bupati melaksanakan Urusan
al dan emerintahan yang menjadi
Pelayanan Terpadu ewenangan Daerah dan Tugas di
Saty Pintu idang Penanaman Modal dan Pelayanan
erpadu Satu Pintu
| 12. Dinas Pendidikan embantu Bupati melaksanakan Urusan
dan Kebudayaan emerintahan yang menjadi
angan Daerah dan Tugasdi
wdang Pendidikan dan Kebudayaan
13, Dinas Perindustrian, bantu Bupati melaksanakan Urusan |
Ferdagangan, Femerintahanyang menjadi  kewenangan
Koperasidan Usaha Daerah dan Tugas di bidang
Kecil danMenengah Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Lisaha Kacil dan Menengah
14. Dinas Sosial Membantu Bupati meiaksanakan Urusan
Pemerintahan  yang menjadi
kKawenangan Daerah dan  Tugas
Pembantuan yang diberkan kepada
Daerah di bidang sosial
15, Dinas Pekerjaan Membantu Bupati melaksanakan Urusan
Limum dan Pemenntahan  yang menjade
Penataan Ruang kewenangan Daersh dan Tuga
Pembaniuan yang diberikan kepa
Dasrah di bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Deerah dan  Tuga
Pembantuan vyang diberkan kepa
Dasrah di bidang Perpustakaan d
Kearsipan
Membantu Bupati melaksanakan Urus
FPemerintahan yang e jadi
kewenangan Diasrah dan
Pembantuan ng dibenkan




Daerah di bidang Ketahanan Pangan |

1B.

Dinas Lingkungan
Hidup

Membaniu Bupati melaksanakan LU
Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tu
Pembantuan yang diberkan kepa
Daerah di bidang Lingkungan Hidup

19.

Dinas Pemuda dan
Clahraga

Membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemenntahan  yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tuga
Pembantuan vyang diberikan kepada
Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga |

20. |Dinas Perhubungan

Membantu Bupali melaksanakan Urusan

Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tu
FPembantuan yang diberkan Is:&p;ﬁ

Daerah di bidang Perhubungan

21.

Dinaz P Perurmahan,

Membantu Bupati melaksanakan Urusan

Kawasan Pemerintahan  yang menjadi
Pemukiman dan kewenangan Daerah dan  Tugas
Fertanahan Pembantuan yang diberkan kepada
Caerah di bidang Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
22. |Dinas Pertanian
Membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah dan  Tugas
Fembantuan yang diberikan kepada
_ Daerah di bidang Pertanian
23, Dinas Membaniu Bupali melaksanakan Urusa
emberdayaan Pemerintahan  yang men;
asyarakat dan Eewanangan Daerzsh dan Tuge
Desa Pembantuan yang diberikan kepa
Daerah di bidang Pemberdayaan
L Masyarakat dan Desa
24 Badan Pendapatan Membantu Bupati dalam melaksanakan
Daarah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
bidang Pendapatan daerah
25. Badan Membantu Bupati dalam melaksanakan
epegawaian dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
engembangan bidang bidang kapagawaian,
umber Daya paendidikandan pelatihan yang menjadi
nusia kewenangan Daerah
28. dan Pengelolaan Membantu Bupati dalam melaksanakan|
Feuangan dan Aset fungsi penunjang Urusan Pemenntahan
Daerah bidang bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah
27. Badan Perencanaan Membantu Bupati dalam melaksanakan
Fembangunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan|
| Daerah dan = bidang bidang Fum'hnanggr;
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enelitian Pembangunan Daerah dan Penelii

engembangan Pengembangan yang menjad
kewenangan Daerah

28, [Badan Kesatuan Membantu Bupati dalam melaksanakan

ngsa dan Politik fungsl penunjang Urusan Pemerintahan

bidang bidang HKesatuan Bangsa dan

Politik yang menjadi kewenangan Daerah

29, Edan Membantu Bupati dalam melaksanakan
n

anggulangan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
encana Daerah bidang bidang Penanggulangan Bencana
Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah
Membantu  Bupati membina  dan
30. | Inspektorat mengawasi pelaksanaan
Urugan Pemerintahan yang meanjadi
kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan oleh F'Emangkatl
Daerah

31. Rumah Sakit Umum Trikora membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Salakan pemerintahan daerah bidang pelayanan)
kesehatan
Fumah Sakit Pratama mambantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemernintahan daerah bidang pelayanan
kesehatan

1.22 Gambaran Umum Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu dari dua belas
kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah., Kabupaten ini sebalumnya
merupakan kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk
menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Momor 51 Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten
Banggai Kepulsuan (Lembaran Megara Tahun 1299 Momor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Momor 179,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966).
Secara astronomis, Kabupaten Banggal Kepulauan terletak antara 1°
08" 30" Lintang Selatan sampai dengan 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122°
37" 63" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 18" Bujur Timur di Pulau
Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggal Kepulauan adalah
sebagai berikut:
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- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggal Laut
«  Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, dan:

»  Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.

| RIL

L n
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Gambar Peta Wilayah

Kabupaten Banggai Kepulauan Secara Administrasi memiliki 12
kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa, dan 3 keiurahan. Berikut ini Tabel
yang menunjukkan jumish desa dan kelurahan menurut kecamatan di
Kabupaten Banggai Kapulauan.

Tabel 1
Jumiah Desa dan Kelurahan berdasarkan kecamatan

01. Totikiumn 11
02. Totikum Selatan ' 8
03, Tinangkung 10 1
04. Tinangkung Selatan 9
05. Timangkung Utara 6

“
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08. Liang 16

07. Peling Tengah 11
08. Bulagi 15 1
08. Bulagi Selatan 20
10. Bulagi Utara 11 1
11. Buko 13
12. Buko Selatan ' 11
Banggai Kepulauan 141 3

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Bulag Selatan memiliki jumiah
desa terbanyak yakni 20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 18 dess dan
Kecamatan Bulagi dengan 15 desa dan 1 kslurahan, Wilayah Kabupaten
Banggal Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79 ° dan lautan
dengan luas 6.671,32 %

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan
utama, yaitu. pegunungan/perbukitan strukiural, pegunungan/parbukitan karat,
pertukitan intrusif, dan dataran rendah,

Fegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang
dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam
hingga sangat curam dengan kemiringan 240 persen Morfologi ini terdapat di
sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan
Bulagi Selatan, dan Kecamatan Bulagl Parbukitan struktural terdapat hampir di
seluruh pulau, dengan ketinggian mulai 200 hingga 700 meter di atas muka air
laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam {30-40
persen), yang terdapat di Pulau Peling Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit
Basasal di Pulau Peling bagian timur.

(a) Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Pealing,
dan secara Ickal-lokal pada pulau-pulau lainnya Cirl khas maorfologi ini
adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungal bawah
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lanah Funcaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit
Blombong di Pulau Peling.

(b) Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pasisir dan lembah-lambah
antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian
utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di selatan Pulau Peling.

123  Aspek Strategis Kabupaten Banggal Kepulauan

Aspek strategis Pemerntah Kabupaten Banggal Kepulauan dalam
penyslenggaraan pemerntahan dan pembangunan ssbagaimana tersebut dalam
dokumen RPD Kabupaten Banggai Kepulauan 2023-2026 sebagal berkut -

Aspek Pariwisata dan Perikanan
Aspek Pariwisata

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah merupakan daerah yang
sebagian wilayahnya adalah dataran laut sehingga menupakan
kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah di
bidang pariwisata Misalnya di bidang Parwisata yang periu
dikembangkan adalah pelayanan industry pariwisata yang dinilai masih
sangat rendah dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk
mengembangkan potensi-potensi wizata yang ada d dasrah mereka
berkutnya perlunya mengembangkan sarana dan  prasarana
pendukung pariwisata ity sendiri karena dan pemerintah daerah masih
sangat lemah. Konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi dan

inovatf di lingkungan panwisata, desain kampanye wisata masih befum
optimal, dan paling utamanya adalahperan aktif masyarakat local dalam
pengembangan wisata yang masih kurang dan yang tidak kalah
pentingnya adalah informasi pariwisata yang belum dikenal secaras
terbuka bai melalui website resmi milik Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan maupun publikasi regular seperti peta wisata, buku
penalanan wisata, publikasi singkat Informasi pariwisata yang dapat di
akses secara gratis.

“——*
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Aspek Perikanan

Sumber daya kelautan dan perkanan saat ini hanya
dimanfaatkan sebatas usaha penangkapan bagi kebutuhan rumah
tangga nelayan, budidaya belum teroptimalkan Limbah perikanan
belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan beberapa mekanisme
pengolahannya.Beberapa lokasi kawasan budidaya sera zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilKualitas produk perikana yang
dihasilkan baik oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil
perikanan masin di bawah standar mutu yang dipersyaratkan Sentuhan
tekhnologi pada pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan
masih sederhana  Akfivitas illegal fishing yang mengakibatkan
kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove dan berdampak
pada prosukis hasil tangkapan nelayan masih ditemukan di wilayah
kepulavan terutama diwilayah yang jauh dari jangkauan pengawasan
yang berhadapan langsung dengan wilayah Kabupaten Banggai Laut

Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Milai PDRE ADHK dan ADHE Kabupaten Banggal Kepulauan
salama 3 (tipa) tahun terakhir terus mengalami peningkatan,
Kabupaten Banggal Kepulauan masih harus meningkatkan kontribusi
semua sekior pendukung, sehingga mampu bersaing dangan dasrah
vang lain.

Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap
FDRB terus mengalami peningkatan Hal ini disebabkan produksi dan
harga jual beberapa komoditi sub sektor perkebunan tarus naik.
Kontribusi sektor lain terhadap PDRB cenderung meningkat dari target
mulal diawal tahun perencanaan 2017 22,62% naik menjadi 48 B0%
kemudian di tahun 2018 ditargetkan 22 65% realisasi menjadi 48, 80%
dan pada tahun 2019 target 22 69% menurun dari realisasi di tahun
sebelumnya menjadi 48,71% tetapi masih meiebihi darl target yang
akan dicapai pada setiap tahunnya berdasarkan indikator kerja utama,

Perkembangan inflasi secara tidak langsung jugs dapat menjadi
gambaran perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada
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umumnya termasuk Kabupaten Banggal Kepulauan Hal ini
menunjukkan frend peningkatan inflasi tshunan dari Tahun 2011
hingga Tahun 2014. Namun inflasi kemudian melambsat di Tahun 2015
dan Tahun 2016, yang menunjukkan adanya kestabilan harga

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang
digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di
suatu wilayah, Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari
pembangunan manusia, namun [PM dinilai mampu mengukur dimensi
pokok dan pembangunan manusia. IPM  Kabupaten Banggai
Kepulauan cenderung menurun setiap tahunnya. MNamun angka
penurunannya tdak teralu jauh. Pada Tahun 2020 IPM Kabupaten
Banggai Kepulauan mengalami penurunan dari target 66,1% menjadi
685,42%. Hal ini merupakan indikasi bahwa kualitas manusia di Banggai
Kepulauan yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan daya
ekonomi mengalami penurunan.

Fokus Kessjahteraan Masyarakat
Salah satu fokus kesejahteraan masyarakal dilakukan terhadap

keblakan dalam penangguiangan kemiskinan yang secara ekpiisit
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai
kantribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional.

Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan pergerskan positif
yakn dar Tahun 2012, persentase jumizh penduduk di atas garis
kemiskinan sebesar 82,97 persen meningkat menjadi sebesar 8382
pada Tahun 2018 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa taraf
hidup sebanyak 6386 persen penduduk Kabupsten Banggai
Kepulauan telah berada diatas garis kemiskinan. Meski demikian
angka ini masih berada di bawah angka Provinsi, Oleh karena itu, peru
perhatian senius dan intervensi pemerintah dalam menangani masalah
kemiskinan,

Penghapusan kemiskinan mesupakan tujuan pertama dalam
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan menjadi arah pembangunan bagi negara-negarma di dunia
guna tercapainya kehidupan masyarakal yang lebih sejahtera Adapun
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upaya menekan bahkan menghapus angka kemiskinan perlu menjadi
Isu strateqis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai
Kepulauan.Dengan demikian, setiap program dan kegiatan perangkat
daerah harus dapat bersinergi dan mampu manyantuh masyarakat
miskin di berbagai pelosok kabupaten dan di semua sektor lapangan
usaha secara manyaluruh.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerla Seni Budaya dan Olahraga dilakukan
terhadap indikator kebudayaan dan pemuda dan olahraga. Bidang
kebudayaan merupakan pengembangan dan sekaligus pemeliharaan
atas wansan leluhur secara turun-lemurun terhadap barang dan
penlaku masyarakat. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki seni dan
budays beragam. Ada beberapa jenis seni dan budaya yaitu sen tar,
suara, dan dramafeater, menunjukkan jumlah grup kesenian yang
terus meningkat dan @hun ke tahun Tahun 2011 grup kesenian
berjumiah 12 grup dan terus meningkat sampai dengan saat ini, Pada
Tahun 2016 grup kesenian berjumiah 14 grup dan terdapat 5 Gedung
kesenian yang tersebar di wilayah di Kabupaten Banggal Kepulauan.
Untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing maka sangat
dibutuhkan generasl muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan
sahal. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut maka salah satu indikator
terpenubinya generasi muda yang berkualitas adalah tersechanya
fagilitas olahraga.

Aspek Pelayanan Umum
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
Pendidikan
Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan
oleh beberapa Indikator pendidikan, vaitu Angka Partisipasi Sekolah

(AFS). Hasio ketersediaan gedung sekolah/penduduk usia sekolah,
Rasio guru/murid.
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Kesahatan

Pembangunan bidang kesshatan antara lain bertujuan agar
semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesshatan secars
mudan, murah dan merata, Melalul upaya tersebut diharapkan akan
tercapal derajat kesehatan yang lebih baik. RSU saat ini di Banggai
Kepulauan telah memilki 2 Rumah Sakit yang bercperasi setelah
Rumah Sakit Pratama Lumbi-lumbia resmi beroperasi pada September
2018 Pelayanan di RSU Banggal Kepulauan saat inl telah berjalan
untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat,

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan
indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Panjang
jalan, Proporsi panjang jembatan dalam kondisi balk, Rasio Jaringan
Irigasi, Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk, Rasio
tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk, Drainase
dalam kondisi baikipembuangan aliran air tidak tersumbat Dan
indikator pembangunan urusan penataan ruang adalah Rasio Ruang
Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGE, dan Bangunan
ber-|MB.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah
rumahn layak huni dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten,
Kabupaten Berdasarkan data yang dihimpun dari Perangkat Daerah
dan BP3, dipercleh bahwa kurun waktu 2012-2016 rasio jumlah rumah
layak huni mengalami peningkatan dengan rasio yang cendering
mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 rasio mencapai 0,11 yang
bermakna sebap 11 rumah penduduk di Kabupaten Banggal
Kepulauan terdapat 1 rumah yang tidak layak huni,
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Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Pemahaman Kewaspadaan Nasional, Pemahaman Wawasan

Politik, Bela Negara, Pemerintahan Umum, Pengawasan Orrang Asing,

Konfiik Sosial, Deteksi Dini, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Pangan

dan Kerukunan Umat Beragama.
Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan
sosial, perindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah
tangga, Karang Taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah.
Upaya yang telah dilakukan adalsh dengan pemberian bantuan,
subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan,
penyandang cacal, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia
rawan sosial,

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar
Tenaga Kera

Pelaksanaan urusan tenaga kerja diarahkan sebagsi upaya
pengurangan pengangguran dan melindungl tensga kera maupun
perusahaan. Indikator penting wuntuk kesejahteraan ekonomi
masyarakat.
Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak

Femerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya
meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan seria
kesejahteraan dan perlindungan anak. Perkembangan penanganan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari
ndikator rasic KDRT dan penyelesaian pengaduan perindungan
perempuan dan anak dari tindakan kekerasan,

Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya
berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan
distribusi an n harga jan dan te I =]
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konsumsl pangan yang aman beragam, bergizl dan imbang, namun
juga meningkatkan peran masyarakal dan pihak swasta dalam
mendukung ketahanan pangan.

Pertanahan

Perkembangan data pentanahan dapat dilihat pada indikator

Cakupan permasalahan pertanahan vang diselesalkan  dan
Meningkatnya permasalahan pertanahan yang diselesaikan

Lingkungan Hidup

Secara umum target SPM Bidang Lingkungan Hidup telah
tercapal semua pada Tahun 2014. Tahun 2015 merupakan tahun
peralihan aspakah SPM masih beranjut atau tidak (karena Bidang
Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib yang tidak terkait lagi
dengan Pelayanan Dasar) serta semua aduan yang masuk teiah
ditindaklanjuti,

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Raslo kepemilikan dokumen kependudukan terus meningkat.

Femberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mendorong
tumbuhnya swadaya masyarakat yang merupakan Pemberdayaan
masyarakat dalam rangka partisipasi terhadap program yang
diselenggarakan oleh berbagai Perangkat Daerah dilakukan melalul
strategi pendampingan secara konseptual

FPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banggal Kepulauan sampai
dengan Tahun 2018 dapat dilihat dari capaian indikator Keluargs
Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan indikator rata—rats jumiah
liwa per keluarga dan cakupan peserta KB aktif
Parhubungan
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Feningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2
maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana
dan prasarana perhubungan yang memadai.

Komunikas: dan Informatika

Fengkajian dan peneliian bidang informasi, penvebariuasan
informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan penyebariuasan
informasi  yang bersifat penyuluhan bisa memberikan  informasi
kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perkembangan perkoperasian Kabupaten Banggal Kepulauan

dar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 secara umum meningkat
baik dar kendisi koperasi aktif, jumiah koperasi jumiah anggotanya
maupun volume usahanya, Sehingga untuk mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat perfu ditingkatkan lagl baik dari segi
kuantitas maupun kualitasnya.

Penanaman Modal

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi daerah adalah penanaman modal atau investasi  Nilai
investasi Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun dan
tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 secara umum mengalami
peningkatan, meskipun penambahan jumlah investor setiap tahunnya
persifat fluktuatif Hal-hal yang mempengaruhl investasi adalah
pertumbuhan  penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi,
Ketersadiaan infrastrukiur dan sarana prasarana pendukung

Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang
SOM. sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam
pembangunan Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan
yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perdombaan.

“
LEJIP Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 Page 19




Kebudayaan

Beberapa indikator pengelolaan potensi budaya di Kabupaten
Banggai Kepulauan adalah Penyelenggaraan festival senl dan budaya
(kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Benda, Situs dar
Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan,

Perpustakaan

Berkaitan dengan penambahan koleksi bahan pustaka, target
sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar 1853 sksemplar,
realisasiicapaian sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 1953 atau
sebesar 100%. Adapun koleksi bahan pustaka tersebut mediputi:
koleksi buku yang tersedia di perpustakaan dasrah sabanyak 20158
eksemplar, fiksi sebanyak 430 aksemplar, non fiksi sebanyak 1456
eksemplar, majalah lidak tersedia.

Kearsipan
Indikator pembangunan urusan kearsipan adalah Cakupan

pengelolaan arsip secara baku, dan Persentase Perangkal Daerah
menerapkan arsip secara baik.

Urusan Pilihan
Perikanan

indikater pembangunan urusan perkanan adalah Jumilah
Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nalayan,
dan Produksi perikanan kelompok nelayan.
Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menopang
Pendapatan Asii Daerah (PAD) di Kabupaten Banggai Kepulauan,
Pertanian

indikator kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Banggai
Kepulauan adalah Produkiivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan
Cakupan bina kelormpok petani.

Kontribuei sektor pertanian/perkebunan mengalami kenaikan
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sejgk Taehun 2017-2018. Tahun 2017 sektor peranian/perkebunan
memberikan kontribusi ssbesar 154,13% persen terhadap PDRB
Kabupten Banggai Kepulavan, dan Tahun 2018 kontribusi
pertanian/perkebunan naik menjadi 21545% persen. Tanaman
hortikultura semusim, dan tanaman perkebunan Memegang peranan
penting terhadap pembantukan nilai saktor pertanian/perkebunan,

Parindustrian
Pertumbuhan industr kecil dan rumah tangga relatif kecil
Transmigrasi

Penempatan transmigrasi selama beberapa tahun ini mangalami
penurunan.

Fungsi Penunjang
Ferencanaan

Keberhasilan dapat dilihat dengan tersadianya dokumen
perancanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Keuangan

Administrasi Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan
mendapat WOF dan Kementenan Keuangan Republik Indonesia, untuk
LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021. Opinl WODP yang
diberikan BPK memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian
intemal dan pengelolaan keuangan daerah di Banggai Kepulauan Nilal
tersebut merupakan pembenahan dan perbaikan untuk menjadi bahan
evaluasl Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan dan
lebih meningkatkan kineja Pemerintah untuk Tahun berikutnya
mendapat status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Prioritas pemanfaatan
asel daerah difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan
pendapatan daersh. Optimalisasi penataan, pengelolaan dan
pemberdayaan aset daersh dilakukan secara periodik antara lain
melalul sertfikasi, pemasangan label dan patok batas tanah
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inventarisasi dan Identifikasi nilal aset serta validasi neraca aset serta
panyelesaian kasus/sengkata.

Kepsgawaian, Pendidikan dan Palatihan

Pengembangan sumber daya aparatur merupakan salah satu
instrurmen penting dalam meningkatkan kinerja
aparatur Pengembangan sumber daya manusia bagl aparatur
pemenntahan, melalul pendidikan dan pelatihan (Diklaf) merupakan
faktor dominan dalam meningkatkan  efesiensi kinena, sera
produktifitas kinerja pegawal agar pegawal dapat menyesuaikan dir
dengan funtutan nasional dan tamangan global Dalam upaya
meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktivitas kinera aparatur
melalul pendidikan maupun pelatihan-pelatihan serta pembinaan-
pembinaan terhadap pegawal. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
antara lain dilaksanakan melalui pengiiman PNS untuk tugas belajar
dan fasilitasi ljin belgjar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dan
pengeambangan karier PNS melalui promosi terbuka dan assesment
center pagawai.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-
2025 yang dijabarkan melalui beberapa tahapan road map. Dalam
rangka perwujudan goodgovernance felah disusun Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014 olehpemerintah pusat yang harus diacu
cleh pemerintah daerah. Reformasi  Birokras| pada dasamya
merupakan proses menata wang, mengubah, memperbaiki. dan
menyempumakan birokrasi agar menjad lebih baik (profesional, bersih,
efisien, efeklif, dan produktif).

Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang
sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Dalam

hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif
seria terjadinya kolaborasi antar akior pernbangunan merupakan faktor
kunci peningkatan daya saing. Periunya pengembangan Sistem Inovasi

e
LEJIP Kah Banggai Kepuliuan Tahun 2023 Page 12



Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam gigtem
inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen
penguatan sistem inowvasi

Fungsi Lainnya

Kesekretariatan DPRD

Untuk mendukung peningkatan kapasitas lembaga Penwakilan
Rakyat, maka Kesekretariatan DPRD sangat berperan dalam
tarlaksananya layanan fasilitasi DPRD dalam melakeanakan fungsinya
yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawazan,

Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administratif dan Pelayanan

Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi
hak-hak masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kedamaian
dalam masyarakat periu adanya kebijakan.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih mamantapkan
hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan dasrah yang lain
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia yang diharapkan
dapat menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi
antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan
pertukaran pengetahuan, teknologl maupun kapasitas fiskal,

Permnbinaan dan Pengawasan

Pada Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 24 Obiik,
pemeriksaan kasus/khusus dari target 32 LHP dapat tercapai sabanyak
32 (tiga puluh dua) LHP, peninjauan laporan keuangan Pemerintah
Daerah dapat tercapai 1 (satu) LHP, Laporan Review LAKIP 1 (satu)
LHR, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipll Negara
(LHKPN) dan target 172 (seratus tujun puluh dus) laporan dapat
tercapai 105 (seratus lima) laporan dan Gelar Pengawasan Daersh
(LARWASDA) tercapai 1 (satu) kegiatan,
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Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah

Untuk mendukung terdaksananya semua kegiatan dalam
pembangunan daerah, maka administrasi umum sangat diperiukan
demi kelancaran dan keteriban dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut. Acministrasi umum pada semua Perangkat Daerah meliputi
kegiatan rutin yang ada di setiap Perangkat Daarsh.

Aspek Daya Saing Daarah
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis fokus kemampuan ekonomi daerah dilihat dari indikator
kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan
masyarakainya Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di
Kabupaten Banggal HKepulauan tingkat pendapatan masyarakat
tercermin dari PORE per kapita

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastrukiur
direncanakan untuk mendukung terwujudnya wvisl dan  misi
pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, fasilitaz sarana
prasarana wilayah tersebut diantaranya :

Perhubungan

Pertumbuhan jumiah orang/barang yang melalui pelabuhan dan
terminal dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan.
Keadaan ini dikarenakan adanya pelayanan yang lebih baik.

Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian yang mendukung parwisata di Kabupaten
Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun salalu meningkat, diantaranya
dengan semakin bertambahnya para pelaku usaha parwisata yaitu
Café, rumah makan dan hotel

Fokus Iklim Barinvestasi

Upaya untuk menciptakan ikiim investasi yang labih kondusif
merupakan tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten
Banggei Kepulauan, karena menyangkul beberapa peraturan baik di
tingkat pusat maupun daerah.
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1.3 Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Mantes Megara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Paranjian Kinena, Pelaporan Kinera dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut -
Kata Pengantar
Daftar Isi
Ikhtisar Eksekutif
BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2, Gambaran Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan

1.3, Sistematika Penyajian LKjIP
BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinera
2.2 Indikator Kinerja
BAB Il AKUNTABILITAS KINER.JA
3.1 Capaian Indikator Kinerfa Utama Tahun 2023
3.1.1 Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
3.1.2 Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinera Serta
Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya
3.1.3. Tabal Perbandingan antara Reallsasi Kinerja Tahun 2023
dengan Terget Jangka Menengah
3.1.4. Tabel Perbandingan antara Realieasi Kinerja Tahun 2022
dengan Target Standar Nasional
3.2. Realisasi Anggaran
3.2.1. Tabel Alokas| Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
3.3. Permmasalahan dan Solusi
3.4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
34,2 Tabel Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan
BAB IV PENUTUP

LEjIP Kab. Banggai Kepulaan Tahun 2023 FPapge 25




BAB Il
PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis merupakan sustu proses yang berorientasi pada hasi
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) gampai dengan § (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana
strategis instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Kebijakan dan Program serta Ukuran Keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam
sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan Strategis merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab
tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam
tatanan Sistem Administrasi MNegara Kesatuan Republik Indonesia, melalui
pendekatan perencansan strategie yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih
dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2028 yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Memor 10 Tahun
2022 sebagal dokumen perencanaan mansjeral kemprehensif berfungsi sebaga
dokuman perencenaan induk jangka menengah yang memuat visi, misi, strateg
pembangunan daerah, arah kebjjakan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan
program pembagunan daerah dalam kurun waktu lima tahun. Salah satu tujuan
utama otonomi daerah adalah untuk menciptaken sebuah tata good governance,
yaitu kepemerintahan yang balk yang ditandai dengan adanya transparansi,
akuntabilitas publik, partizipasi, efisiens: dan efektivitas serta penegakan hukum.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperiukan kepemimpinan daerah yang transparan
dan ahkuntabel agar berbagai kebilakan yang diimplementasikan dapat
diperianggungiawabkan kepada publik.

RPD selain sebagal petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan
wakiu lima tahun kedepan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian atas kinera

ﬁ
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Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi alat kendali dan
tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan dasrah yang dilaporkan dalam bentuk
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Selain dari pada itu, RPD
digunakan juga sebagai landasan formal strategis dan operasional bagi penyusunan
perencanaan pembangunan pemerintah daerah setiap tahun yang dijabarkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangen jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif
inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh
instansi pemenntah, Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut -

"MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG BERDAYA SAING,
SEJAHTERA DAN MERATA“

Adapun misi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 yaitu:

1. Mewujudkan 1ata kelola pemerintahan baik (good govemance) dan reformasi
birokrasi daerah yang melayani.
Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menerapkan dasamya delapan
karakteristik yakni: partisipasi aktif, tegaknya hukum (rule of law); transparansi’
responsif, musyawarah untuk memperoleh konsensus berorientas! keadilan dan
perakuan yang sama bagi semua orang, serta efektf dan ekonomis dapat
dipertanggungjawabkan.  Dimana dengan berlakunya Kkarakteristik good
povernance tersebut di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjarmin
meminimimalkan korupsi; pandangan minoritas diwakil dan dianggap:
pandangan dan pendapat yang paling rentan didengar dalam pengambilan
keputusan.
Reformasi birokrasi di Kabupaten Banggal Kepulavan pada hakikatnya
merupaken upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
lerhadap model dan sistem penyelenggaraan pemerintahan  terutama
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menyangkul aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketstalaksanaan dan
sumber daya manusis sparatur sebagaimana amanah dari pemerintah pusat
Good govemance dapat dipahami, bahwa Pemerintahan Kabupaten Banggal
Kepulauan menarapkan dasarnya delapan karakteristik yakni: partisipasi akfif
tegaknya hukum (rule of law), Uansparansi, responsit musyawarah untuk
memparoleh konsensus berorientasi: keadilan dan periakuan yang sama bagi
semua orang, serta efektf dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. Dimana
dengan berlakunya karaktenstk good govemance tersebut di Kabupaten
Banggal Kepulauan untuk menjamin: meminimimalkan korupsi pandangan
minontas diwakili dan dianggap, pandangan dan pendapat yang paling rentan
didengar dalem pengambilan keputusan Reformasi birokrasi di Kabupaten
Banggai Kepulauan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubshan mendasar terhadap model dan  sistem
penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  menyangku!  aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur
sebagaimana amanah dari pemerintah pusat, Berbagai parmasalahan/ hambatan
yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak beralan atau
diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperhanui.
Reformasi birokrasi di Kabupaten Bangpai Kepulauan dilaksanakan untuk
mewujudkan lata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Dengan
kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun
aparatur sipil negara (ASN) agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Safain ftu
dengan sangat pesatnya kemajuan imu pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi serts perubshan lingkungan strategis menuntut  birokrasi
pemenntahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan
masyarakat Qleh karena itu harus segera diambil langkah-tangkah yang bersifat
mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dapat dicapal dengan efektif dan efisien

2. Mewujudkan Kuantitas dan kualitas SDM daerah yang Berdaya Saing
(competitivenaess) melalui Pendidikan dan kesehatan yang merata:
Berdaya Saing dalam pengertian, bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan
memiliki tingka produktivitas yang tinggl kerena adanya kuantitas dan kualitas
SDM yang andal, atau suatu keunggulan pembeda terdir dari keunggulan

LEJIP Kab: Banggai Keputauan Tahun 2022 Page 28



komparatif {comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive
advantage} dibandingkan dengan daerah atau kabupaten lainnya, Dimana, daya
saing daerah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah kemampuan perekonomian
daerah di Banggal Kepulauan untuk menggapal suatu perftumbuhan tingkat
kesejahleraan yang tinggi serta berkelanjutan tlanpa menutup pintu persaingan
dengan wilayah atau daerah lainnya.

3. Meningkatkan pemeratan pembangunan dan konekfivitas melalui peningkatan
Infrastruktur daerah (regional infrastructure) yang maiju:
Pembangunan dan pemeraatan infrastuktur daerah di Kabupaten Banggai
Kepulauan ditujukkan untuk  memberikan dampak pada peningkatan
pertumbuhan  ekonomi  daerah, termasuk meningkatkan  konektivitas
antarwilayah, Selsin itu, pembangunan infrastruktur daerah untuk mengatasi
ketimpangan antara wilayah kecamatan dan desa, sarts peningkatan
ketersedizan infrastruktur daerah untuk dapat meringankan dan menurunkan
biaya produksi menjadi kebih murah

4. Mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteran
masyarakat {social-economy wetfare);
Perekonomian yang inklusif di Kabupaten Banggai Kepulauan diimplementasi
melalui Bga pilar utama yaitu' pertama, pertumbuhan yang tinggi dan
berkelanjutan untuk menciptakan dan memperuas peluang ekonomi: kedua,
periuasan akses untuk menjamin masyarakal dapat berpartisipasi dan
mendapatkan manfaat darl pertumbuhan; dan ketiga, jarng pengaman social
untuk mencegah kerugian labih luas. Kesejahtersan masyarakat (people welfam)
di Kabupaten Banggali Kepulauan merupakan ftujuan utama dari seluruh
perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan di dalam mengimplemantasikan strategi dan kebijakan selalu
menjadikan kesejahteraan sebagal tujuan utama yang hendak dicapal (prime
goal). Kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
difarapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah puncak
dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (social economi welfare) secars
bersama-sama. Melalui desentralisasi daerah, Kabupaten Banggai Kepulauan
diberikan keleluasaan dan peluang secara luas olsh pemerintah pusat untuk
membangun dan memprakarsal pembangunan daerahnya sendin, dan juga labih
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mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat daerah menjadi lebih baik dan
lebih maju.

5. Mewujudkan pengeloiaan sumberdaya alam dan Lingkungan yang berkelanjutan
(sustainable approach).
Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan dalam pengelolaan sumberdaya
alam dan lingkungan yang mengikuti prinsip-prinsip atau pendekatan
berkelanjutan, yaitu: pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa
Kinl, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan
datang, kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada,
sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap teraga dan kualitas
lingkungan tdak mengalami penurunan (lestar), ketiga, satiap aktivitas
pembangunan harus selalu mewujuskan kepentingan kelompok atau masyarakat
lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang
maupun kehidupan masa datang, dan keempat, pembangunan berkelanjutan
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek baik
figik, rohani, sosial dan budaya dalam jangka panjang (long run), dengan tidak
memboroskan dan tidak merusak sumber daya alam yang ada, serta tidak
melampaul kepasitas daya dukungnya

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran Pengembangan
Vist dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan
Pemenntahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan sesual dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Frovins: dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana teish diubah menjadi Peraturan Mentari
Dalam Neger nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dan urusan wajib dan urusan
pilihan. Penetapan urusan pemerntahan yang mendukung visi dan misi sangat
penting, karena dari urusan pemerintahan inl akan dapat dijabarkan tujuan dan
sasaran, sera cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran
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No. Misi Tujuan Sasaran

1. | Mewujudkan tatakelola | 1. Meningkatrys 1. Meningkatnya akuntabilitas
pemerintahan baik |  kualtas tata kinerja pemerintah daerah;
(Good  Govemace) |  jaiola 2. Meringkatnya akuntabilitas
ﬁm Hﬂf“ﬁ’?‘“' Penyelenggaraan keuangan daerah,

Mosyand Daerah Yang | e merintahan 3. Meningkatnya kualitas
pengaiolaan keuangan
daerah,

4. Meningkatnya profesionalitas
ASN;

5. Meningkatnya kualitas
perencanasn pembangunan;

8. Meningkatnya indeks inovasi
daerah;

7. Meningkainya kepuasan
masyarakat terhadap

= __pelayanan publik.

2 | Mewujudkan ' 1. Meningkatnya 1. Meningkatrya kualitas
kKuantintas dan kualitas kesehatan masyarakat;
kualitas sumber Pembangunan 2. Meningkatnya kualitas dan
daya manusia yang Manusia pemerataan akses
daya saing daerah pendidikan;
melalul pendidikan 3. Meningkatnya standar hidup
dan kesehatan yang masyarakat;
merats ' 4. Maningkainya pelayanan

perpustakaan literasi:
| 5. Meningkatnya kesetaraan
gender serta perlindungan

I A perempuan dan anak.

- 7. | Meningkatkan 1. Meningkainya 1. Meningkatnya pemerataan
Konektivitas pemeratan dan| dan kualitas pembangunan
Dan Pemeratan kulitas jalan dan jembatan untuk

| Pembangunan pembangunan konektivitas wilayah;
| Metalui infrastruktur 2. Meningkatnya cakupan akses

Peningkatan air minum;

Infrastruktur 3. Meningkatnya Jumlah Rumah

Daerah Layak Huni dan
berkurangnya kawasan
Kumuh,

4. Meningkatnya cakupan
rumah tangga memiliki
sanitasi layak;

5. Terbangunnya jaringan
telekomunikasi dan informas:;

8. Tersedianya pelabuhan laut
yang mamenuhi standar.

4. | Mewujudkan 1. Meningkatkan 1. Meningkatnya kesejahteraan
Perekonomian | perekonomian petani’ nelayan;

Daerah Inkliusif Dan |  daerah 2. Meningkatnya PDRE sektor
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| Peningkatan pertanian, kehutanan dan
Kesejahteran perikanan;
Masyarakat 3. Meningkatnya ketahanan
pangan;

4. Meningkatnya periumbuhan
sacior panwisata terhadap
perekonomian;

4. Meningkatnya perturmbunan
sector penndustrian terhadap
perekonomian;

6. Meningkatnya daya saing

: daergh,
| 2. Menurunnya 1. Menurunnya tingkat
angka pengangguran;
kemiskinan £. Meningkatnya standar hidup
masyarakat,
3. Menurunnya tingkat
. _ | ketimpangan pendapatan |
Mewujudkan 1. Terwujudnya 1. Terwujudnya keseimbangan
Pengelolaan pembangunan pembangunan antara
Sumberdaya bervawasan manusia danlingkungan
Alam Dan Lingkungan secara berkelanjutan;
Lingkungan Ya malalui 2. Maningkatnya ketahanan
Berkelanjutan; pengelolaan bencana daerah melalul
potensi sumber peningkatan kapasitas |
daya alam dan pemda dan masyarakat
ketahanan dalam penangguiangan
i bencana bencana.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKL)

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 bashwa penetapan indikator
kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian fujuan den sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinesja
Utama (KU} daerah dan indikator kinera penyelenggersan pemerintahan
daerah yang ditelapkan menjadi Indikator Kinera Kunci (IKK) pada akhir
periode masa jabatan,

Sesual dengan surat edaran bersama Menteri Dalam Megeri dan Menteri
Perencansan  Pembangunan  NasionalKepala Badan Perencanaan
FPembangunan Nasional Nomor 050/3499/5.) dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024,

“
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dilakukan penyelarasan indicator makro yang dimaksudkan untuk menjamin
sinergl dukungan pemerintah daerah dengan pencapaian target indicator makro
nasicnal. Hal ini bertujuan untuk mendorong daermh merumuskan dan
menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pancapaian target nasional
dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah,

Guna lebih mempertegas pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2023 — 2026 i,
ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Banggal
Kepulauan yang diambil dan sebagian indikator Kinena Daerah, baik indikator
tujuan maupun indikator sasaran dasrah. Adapun IKU deerah yang ditetapkan
dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023-2026

Aspeh/UrusanIrdiuter a Kandisl Awl Theget K Yoot i

Wemria Fermbangurar Cisarsh {204 00F | 2004 as | Joze | BN
] i " B §
litcheks Refarmas Secaran |Faciska B ] Hs5 155 1]
qrim) BPE O WTP | wWTe WP WTR WTR
Inchels Pralecmnalnas indeks 61-70 ] Tl B RlES
Po@aia Jirdprvsl]
Bl SR 1 Ainghs R B k] (1] Ba
# bkl g
Wileht Pereng o Lalggus | [ T g Tir i T Tingm i T
Pt Langures Dserab
rrilehn Incaadin Mhamah T Piaatd] lvosabil | Fwvaii? | wewnis? | beowatif | v
IriEdag

kb Frpaamyen Mahyarakal | Earpgnr LTF] 1 Railk | ik B Dk [ Py B
[FERAL
inchaky FEnvnngirdey liscdeky =L | 67,00 | Wi 17 B, 44 [T
Wturusia PR
ek L Pesrllmid g ar b n e Tigdjries T M L Y TFEE TR T T 0T
||
Inuibpn ey wgErubiee Daerak Vi G357 €241 E1.50 LT Y92 ]
Lajir Perturnbohan Chonoim Fe 07 LLA4 LR a3 i, 109
Pl PR Celipr e imey 14 3 4. 13 4 Sl 143 a0
Partarien, bebutsnan damn
PET LG
badabs Kptshanan Bangss wulmbs Hl9 EL4] Rt h o] g
ek Daye Sasig, Dlars w T Lo i.43 188 FFE 2ol 2
[D50)
Fiiifih Al Leshrsbman Lgrppn 18,72 (. I X WG ¥ [ ] a4
Tingiat Aengangeuian Hpryen A 1M 1 M 114 EN ] s
Tt baaka {17
Radid il [[EFL T oa orF (i ] 0.5 [ [ D34
T Bkl gy Leyphompgsn [T B =L g3 rs | ELTY N1.EE B3 EE
Hidum { IKLH|
Indeds B jbo Bercana bk 153 [T | 1] 14 144 $44
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas  kinerja Pemerintah merupakan perwujudan  dari peranggungjawaban
kebertasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapal sasaman yang
telah ditetapkan. Tingkat akuntabililas kinena menunjukkan derajal keterukuran Kinera peamenntah
sekaligus dapal pula menunjukkan tingkat kinerja pemenntan. Bagian awal dan akuntabilitas kineda
adalah pengukuran kinerja yang merupakan dasar untuk penslitian keberhasiian dan kagagalan
pelaksanaan kegiatan sesual dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam
Visi dan Misi organisasi,

Perbaikan tata kelola pemerintah merupakan agenda penting dalam reformasi pamerintahan
yang sedang dijalankan cleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintsh yang berfokus pada
peningkatan akuntsbilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (oufcoma)
dikenal sebagai Sislem Akunisbiilas Kineda Instansi Pemerintah [SAKIF). SAKIP adalah
perwujudan kewaijiban Instansi Pemeriniah Ltk mempertanggungawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan melalui alat pertanggungiawaban secara periodik. Implementasi dan Sistem
Akuntabilitas Kinerfa Instansi Pemerintah (SAKIF) berbentuk kegiatan Penyusunan  LKjIP
Penyusunan LKJF didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan Perencanaan Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya serla setelah
berakhimya pelaksanaan keglatan dalam Tahun 2023, Dalam proses penyusunan LEjIP dilakukan
pengukuran kineria kegiatan yang ielah diaksanakan sesual dengan penetapan kinera yang telah
ditetapkan. Unituk seliap pengukuran kinera sasaran strategis tersabut dilskukan analisis capaian
kinérja sebagsi berikut |

Mengukur kineria pada hakikatnya melakukan pengukuran stau penilaian  apakah
kefjainslansi pemerintah tersebul berhasil atsu gagal, dalam memenuhi target-target. Penilaian
keberhasilan atau kegagalan inl menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment.
Dalam pengkuran kinerfa digunakan sistem pengukuran sebagaimana peraturan parundang-
undangan yang beraku. Sistem Pengukuran Kinera merupakan sistem yang digunakan untuk
mengukur, menilai, dan membandingkan secara sislematis dan berkesinambungan atas kinerja
penyelenggaraan pemerinlahan daerah. Pengukuran kinerda ini dilakukan dengan menghitung
pencapaian kinefja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingksn antara rencana
pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencena Kinefja Tahunan dengan realisasi
peEnCapaianya,
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Mengacu pada ketentuan yang bedaku dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birckrasi Nomor 53 Tahun 2014 teniang Petunjuk Teknis Peqanjian Kinera,
Pelaperan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinera Instansi Pemerintah. Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan berdasarkan lingkal pencapaian sasaran dan indikator
sasaran sefta menggambarkan pula tingkat capalan pada programvkegiatan. Untuk mengatahui
gambaran mengenal tingkat pencapalan sasaran dan programvkegiatan dilakukan melalui media
Rencana Kinera yang dibandingkan dengan realisasinya

Fencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Tamget dengan Realisasi
Indikator Sasaran melalul media formulir Pengukuran Kineda Kemudian atas hasil pengukuran
kinerja tersebutl dilakukan evaluasi untuk mengetahul keberhasilan dan kegagslan pencapaian
sazaran straleges Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Unluk mempermudah interprestasi
alas pencapaian sasaran diberakuken nilai disertai makna dari nilai tersebut yaity;

B5 sid 100 :Sangat Berhasil
70 sid <85 :Berhasil

65s/d =70 :Cukup Berhasil
0 sid< 55 ‘Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapalan kinera untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab lercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan

#* Indikalor Kinera
Indikator Kinerja adalsh ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau fujuan yang telah ditetapkan.

# Indikator Sasaran
Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenal
keberhasilan atau kegagalan pencapalan sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan
Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1, Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah dapat melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator
Kinerja Litama (IKU) Pemerimah sesuai RPD Tahun 2023-2026,

Adapun rincian Realisasi capaian Kinerja masing-masing IKU berdasarkan sasaran
strategis yang ditetapkan melalul Penetapan Kinesja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

e e S —
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Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| Target Realisasl  Persentase
No | Sasaran KU Satuan Tahun  Tahun Capaian
| 2023 2023 %)
i 2 3 $ T 8 L] s |
!u.im:l Mﬂqhmim:unhhhmhnmn pamerintakh
| 1. | | Meningkatnya akuntabilitas | Opini BPK 1 Opini | WTP | D On Proses |
| kauangan dasrah
| | e s e
i 2. | Meningkatnya kualitas Indeks Kategor  Baik Baik 100
pengefolaan kevangan dacrah | Pengelolaan |
| Keuangan
I Daerah (IPKD) | .
3. Meningkatnya Profesionalitas rrmm Interval | 61-70 | 48.21 79,03
ASN Profesionalitas
. _ | Pegawal |
4. | Meningkatnya akuntabilitas | Nilai Sakip Ketegori | B cc 97 47
| kinerja pemerintah dacrah = =1
8. | | Meningkatnya kusfitas Indeks Kategori | Tinggl |
, | pErencanain pembangunan | perencanaan
, [ pembangunan
daerah
& | hhniﬁh;hwa-lr:dukﬁnmul | Indeks Inovasi '.Hlumri | Inovatif - | Hum‘:
Daerah | Daerah | Ingwatif |
! e WY NS _TEU S P — T
| 7. || Meningkatnya kepuasan Incluks Kategori | Baik Baik 100
masyarakat terhadap Kepuasan '
pelayanan pubilic Masyarakat .
I_Tuh.nnl mwxulm Pembangunan Manusia T ise=
1. | | Meningkatrya kualitas | Angka Harapan | Tahun | 67.31 | 66,87 89,34
ketehatan masyarakat Hidup (AHH) . | ‘
2. || Meningkatnya kualitas dan | Rata—tata lsma | Tahun | 8.76 262 9840
pemerataan akses pendidikan | sekofah - - ‘
| 3. Meningkatnya standar hidup | Pengeluaran per | Rupiah | B.103.3 | 8.066.000 | 58,45
mawar:i:at kapita (1]
4. || ME!'IInghﬂ'l:l'l'!'ﬂ p-&hﬁnan l:.l.tl.'lpﬂn Persen | 77,01 78,20 101,55
perpustakaan literasi pelayanan
I perpuUsiakaan
Iltu-rni |
5. || Meningkatnya kesetaraan ' Indeks 76.35 9720 1208
gender  serta nn'ﬁndurl.pnll F:mbul'dﬂlln
\‘ perampuan dan anak Gender | ‘
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TS e e -
‘ 1
1
‘ |
s el

Tu},nuil Mmhgluhp pemerataan dan kualitas pﬂnhluwn infrastruktur

EA§ Munlmtatn-pa pemarataan  Persentase  persen | 66,12 | 37,10 S638 |
dan kualitas pembangunan | tingkat
jatan dan jembatan uniuk kemantaparn | |
| | konektivitas wilayah flankabupaten | | = '
| 2. | Meningkatnya cakupan akses | Persentase Persen | 6055 89,39 147.6
a@ir mEnum penduduk |
| berakzes air
[ Frvirasm
| 3. ' | Meningkatnya jumiah rumah | Cakupan persen | 78,42 0 o
layak huni dan berkurangnya | ketersadisan | |
kanwasan kumuh | rumah layak
= \
| Persentase luas | persen | 4 0,67 16,75
kawasan kurmuh
| yang tertangani | o |
4. Meningkatnya cakupan rumah | Persentase Perzen 67,94 11,76 17,30
tangga memiliki sanitasi layak | rumah tinggat
| bersanitasi ‘ |
' 5. | | Terbangunnya jaringan ' Cakupan | Persen | 7904 | 9781 123.4
telekomunikasi dan informasi | layanan ' :
| telekomunikasi ,
6. | Tersedianys pelabuhan laut | Jumiah | jumiah | 13 13 100
I yang memenuhl standar pefabuhan laut |
L. |
| Tu.lmnl- Huiuhtnu plrlmnuhu dasrah _
1. || Meningkatnys PDRE sektor | Pertumbuhan | Persen | 3,75 244 |85 |
| pertanian, kehutanan, dan PDRE sektor
' perikanan pertankan, .
kehutanan, dan
- 2 pefikanan e
2. Meningkatnya ketahanan Indeks Indeks | 76 60,87 20,00
‘ pangan ketahanan I
=R | HArREn = I
3. || Meningkatnya pertumbuhan | Pertumbuhan Persen | 13,59 4,55 13,48
sektor pariwisata terhadap PORB soktor
L _perekonomian | pariwisata _ |
' 4. || Meningkatrya pertumbuban | Pertumbuhan | Persen | 2,81 | 2,52 93,24
| sektor perindustrian PDRB sektor
I3 =, o perindustrian | : —
5. || Meningkatnya daya saing indaks daya Indeks 1,48 2,89 | 1953
daerak l:Ing |
Thilmi MHmmﬁrﬂlm -
' 1. || Menurunnya tingkat ' Tinghat Persen | 2,26 1,56 59,03
| PEngaNEEUran | pengangguran |
, | terbuka (TPT) |
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| 2.—l Meningkatnya standar hidup | Pendapatanper | JutaRP | 238 |
! masyarakat kapita
e —_—— T AT —— I -
3. | Menurunnya tinghat | Gini Rasko indeks | O | 029 | 027 93,10
ketimpangan pendapatan | —
| | Tingkat Infias | Persen | 2,06 4,15 201,5
' Tujuan 6 : Terwuudnya pembangunan berwawasan lingkungan melalul pengelolaan potensi sumber daya
alsm dan ketahanan bencana RO Ol |
1. | Terwujudnya keseimbangan | Indeks Kualitas Indeks (68,5 | 62,22 90,83
pembangunan antara manusia | Alr {IKA) I '
dan lingkungan secara
! barkelanjutan
L | 1 |
2. | Meningkatnya ketahanan Indeks Resike | indeks | 163 162 2 | @939
bencana daorah malalul Bencana
peningkatan kepasistas
Pemérintah Daerah dan
Masyarakat datam
pananggulangan Bencana .
Tabel 3.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
Target Realisasi *
No. indikator Kinerja Satuan | "oneisi Kineria tahun tahun | CoPian
Awal [2021) 3098 3023 tahun
Balum ada a
1 | Opini BPK Opini | penilalanuntuk | WTP b
= tahun 2021
indaks Pangelolaan Keuangan Kategor
2 Baerah [IPKD) | M/A Baik Balk 100
Belum ada
3 | Indeks Profesionalitas Pegawal | MoV | o isianunek | 97770 | 4821 | 7903
! tahun 2031
| Balum ada
| & | Nilai Sakip Kategori | pendaian untuk B cc 97 47
Il _ _ tahun 2021 =
Indeks perencanaan On
| pembangunan daerah [ERe, e ksl | ) Proses
s Kurang
| .E | Indeks Inovasi DaEmh__-_m__ Kategari Inovatif 1n|:|1.la-1:|- f | nowatit B
|7 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori N/A | Baik Baik 100
|8 | Angks Harapan Hidup [AHH) Tahun 66,31 67.31 66,87 | 9933
| 9 | Rata-rata lama sekolah Tahun 844 | BT 862 | 96,40
|10 | Pengeluaran per kapita | Rupiah | 7453.000 | 8.193.300 | B.OG5000 | 98,45
11 | Cakupan pelayanan perpustakaan | Persen N/ 77.01 78,20 101,55 |
LKjIP Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 Page 38



! literasi
12 | Indeks Permberdayaan Gender Indeks 71,79 76,35 52,20 1208
' Persantase tingkat kemantapan
. i3 1 jalan kabupatan PREFGEN 58 £E,12 37,10 56,41 |
duk be
LOITEE RN I | 5046 | 6055 8939 | 1476
Air minuwm
i il = i
Cakupan ketersediaan rumah
I_H.. e hund | persen 75,40 JBAl o 0
[ Fersen@se [uas kawasan kumuh
| 16 A t-anar!:ml' [afl gty ] 4 0.a7 16,75 |
Persantase rumakh tinggal
17  bersanitas Persan 61,81 67,99 11,76 1.?,3::
| 18 | Cakupan layanan telekomunikasi | Persen 76 73,04 97,61 123.4
13 | jumlah pelabuhan laut jumilak 13 13 13 100
Pertumbuhan PORB sektor
200 | pertanian, kehutanan, dan Parsen 341 3,75 2,44 65
| perikanan =
|21 | indeks ketahanan pangan Indeks 61,9 1 60,87 80,09
[ Pertumbuhan PORB sektor
| E | pariwisata Pezsen 12,35 1359 4,55 33.-1!; -
I Pertumbuhan PDRE sektor
% | perindustian i B onlill Bl M|
24| | Indekd daya sping | Indeks | 1028 1,48 2,83 1953
25 Frg%ki't e i T 2,40 2,26 156 | 6903
| 26 | Pendapatan per kapita | JutaRP_ 31,7 #3 | |
| &7 | Gini Rasio Indeks 029 0,29 027 93,10
28 | Tingkat Infiasi Ferser 21 2,06 415 2015
29 | Indeks Kualitas Air (IKA] Indeks 67,78 68,5 B222 | 9083
30 | Indeks Resiko Bencana Indeks 163 163 162 59 39
Tabel 3.1.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah
[i i Realisast |  Target Capaian Kinerja
Ba. indikator Kinerja Satuan Tahiun | Tahun
()| 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Cepini BPE | Chpinul iOn WP WTP WTP
! Froses
|_2 | indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Kategori Balk Baik Baik Babk
3 | Indeks Profesionalitas Pegawal  Interval 48,21 .
4 | Nilai Sakip B | Kategor L B E | B
3 | Indeks perencanaan pembangunan daerah | Kategori |
6 || Indeks inovas Daerah kKategorn Kiiramng
- Inowatif
¥ | Indeks Kepuasan Masyarakat Eatagori Baik
B | Angka Harapan Hidup {AHH)] Tahun b66,87
9 | Rata-rata lama sekolah | Tahun 8,62
| 10 | Pengeluaran per kapita Rupiah 8.066.000
11 | Cakupan pelayanan perpustakaan literasi Persen 78,20
12 || Indek Pemberdayian Gender Indaks 92,20
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| 13 | Persentase tingkat kemantapan jalan persan 37.10
| kabupaten | )
14 | Persentase penduduk berakses air minum | Persen 89.39
15 | Cokupan ketersediaan rumah layak huni persen o
16 | Persentase luas kawasan kurmuh yang PErEET 0.67
tertangani !
17 | Persantase rurmah tinggal bersanitac Parsan 11,76
18 | Cakupan layanan telekomunikasi | Persen a7 61 = __
19 | jumiah pelsbuhan laut jumlah 13 13 14 14
20 | Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, Persen ikd 413 | 454 4,09
kehutanan, dan perikanan ‘ !
| 21 Indets ketahanan pangan | Indaks ~ BD,B7 B0 | 85 M
21 Perl:uml:mh.an F"UF!EI- sektor panwlsata Persen 4,55 1484 | 1644 1,08
23 | Pertumbuhan PORB sektar perindusirian | Persen 2,62 309 | 339 | 373
24 Indeh;j daya saing = | Indeks 4,83 | 186 223 | 461
ED Tingkat pengangguran terbuka (TPT) | Persen 15 | 33 21 | 208
| 26 | Pendapatan per kapita Juta RP i 25,2 218 282
2? Gini Rasio = | Indeks 02y | 029 0,28 027
_2__3 ﬂngkatlnﬂa:l I Persan 4,15 2,04 2,02 200
29 | Indeks Kualitas Air |IKA} | Indeks 6222 | 69 70 I
30 | Indeks neu_k_u__gen:am | Indeks 162 144 144 144
Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Tahun 2023 dengan Target Standar Nasional
S .
Standar = Targettahun  Realisasi tahun
: No. Indl_uluhr Kinerja SR 2073 t7n Sumber Dats
1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,10 2,84 3,94 BPFS
2 || Tingkat Kemiskinan 8,55 10,43 129 BPS e
3_| Tingkat Pengangguran Terbula 3,40 2,26 1,56 BPFS
4 | Indeks Pambangunan Manusia 67,39 __h&B2 EPS
5 || Raglo Gini 0,27 0,27 EPS
3.2. Realisasi Anggaran
Kebijskan belanja daerah mempriortaskan terlebin dahulu pos belanja yang wajib
dikeluarkan, antara lain belanja pegawal, belanja bunga dan pembayaran pokok pinaman,
balanja subsidi, serta balanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2023,
Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang walib dikeluarkan
merupakan potens| dana yang dapal diberkan sebagai pagu indikat! kepada setiap OPD.
Belania penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan unluk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakal dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasiltas sosial dan
fasditas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial peningkatan
kualitas kehidupan masyarakal dhwujugkan melslui prestasi kerja dalam pencapaian
standard pelayanan minimai sesuai dengan paraturan perundang-undangan.
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Fada APBD Perubahan Tahun 2023 alokasi belanjs daersh ditargel mencapai Fp.
776,563 665 148,00 dengan realisasi sebesar Rp. 685428 304 047 21 atau BE 26%, Belanja
deerah tersebut diperuntukkan untuk Belanja Operasi Rp, 624.310.448.854,00 dengan
realisasi Rp. 546 468.243 357 00 Belarja Modal Rp. 151052 856 292,00 dengan Realisasi
Rp. 137.246.465.854,00 Belanja Tidak Terduga Rp. 1.191,363.962,00 dengan Realisasi Rp,
1.105.880.000.00. Transfer Rp. 160.373.509.66400 dengan Realisasi Rp.

163.604.370.514,00. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja
daerah dapat direalisasikan dalam tabel sabagal berikut ;

Tabel 3.2.1
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

No Jenis Belanja Target Realisas|
| T 2 3 'f
| 1 | BELANJA 776.563.663.148 00 685.428.394.947 21
BELANJA OPERASI 624319448 894,00 ‘546.4568.243.357,00
(=Y | et e o -
| Belanja Pegawal 373.572.907.408,00 333.451.990.632.00
Belanja Barang dan Jasa 213.350.782 825,00 189.780 687 561,00
Belanja Hiba 33,016,621 863,00 18.752 120.164,00
| Belanja Bantuan Sosial 3.879.137.00000 0 2 3.860.273.000,00
BELANJA MODAL 151.052.866.292,00 | 137.246.465.854,00
Belanja Modal Tanah 4 551,020.000,00 3.418 840 508,00
 Belanja Modal Peralatandan | 17.062755,382,00 17.125.660.261.00 |
Mesin
Belanja Modal Gadung dan 61.196.411.022,00 56,180.176.865,00
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, 67,176.212.100,00 60,393 603.200,00
dan Ingrasi
- |
Belanja Modal Aset Tetap 136 457_788,00 127 .875.600,00
I Lainnya
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| BELANJA TIDAK TERDUGA 1.191,363.562,00 | 1.105.880.000,00 |

|| [ Belanja Tidak Terduga 1161.363.962,00 1.105.880.000,00

1 TRANSFER A 180373509864 00 2 1630604370.51400

| Transfer Bagi Hasil Pajak 661.645.284,00 626.573.280,00

|| Transfer Bagl Hasil Reiribusi ~ 2.498.104.080,00 1.850,007.025,00

|| Transter Bagi Hasi 167 21264630000  161.116.789.300,00
| Pendapatan Lainnya |

" % Sumber : BPKAD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023

3.3, Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023
terdapal permasalahan umum yang dinadapl yaiu

8. Kurangnya penyerapan belanja PD yang disebabkan oleh tdak maksimalnya reslisasi
fisik dan keuangan.

b. Belanja PD telah menghasilkan pola belanja dengan karakieristik penyerapan yang
rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjatan

€. Kurang fokusnya anggaran pemerintah daerah pada program dan kegistan yang
mendukung pencapaian visi dan misi deerah sehingga berdampak pada kurang
optimalnya pencapaian beberapa largel indikalor pembangunan daerah yang ada dalam
RPJMD,

Untuk menghadapi situasi ini, diperiukan penanganan atau solusi sebagal upaya
pemecahan permasalahan yang antara lain adatah sebagai bankut

a. Mengarahkan Perangkal Daerah untuk memaksimalkan proses palaksanaan kegiatan,
dengan membuat manajemen petaksanaan kagiatan yang optimal, serta memaksimalkan
furggsi pengawasan internal metalul Inspekiorat daerah.

b. Mengusahakan teradinya penyerapan anggaran APBD dengan sebaran yang lebih
merala, baik di semester pertama maupun dl semester kedua. dengan kata lain
diharapkan redlizas| belanja tidak mengalami penumpukan pada akhir tahun.

¢. Meningkatkan koordinasi perencanaan baik secara intemal eksekulif maupun antara
eksekutif dan legistatif dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian visi dan misi daerah,

J.4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah
4.1. Arah Kebijakan Pembiayaan Dasrah

Fembiayaan Daerah sebagaimana lercantum dalam Peraturan Menten Datam Negeari
Momor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kalinya dengan Pemmendagr Nomar 21 Tahun

ﬁ
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Pemearntah Daerah

2011 adalah semua Transaksi Keuangan untuk menutup defisit atau uniuk memanfaatkan

surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada
Bhurasi, efisiens dan profitabilitas dengan stralegi sebagai benkut

a. Apabila APBD surplus, maka periu ditakukan transfer ke perzediaan kasdalam beniuk
pamyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan angaran tahun besjalan;

b. Apabila APBD defisil, maka paru memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu dan melatukan rasionaiisasi belanja, dan

¢. Apablla sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD.
mermungkinkan ditutup dengan dana pinjaman

Febijakan Penermaan Pembiayaan dititik beratkan pada Sisa Lebh Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun lalu khususnya dari pos pelampauan penermsan PAD dan
pelampauan penerimaan dana perimbangan sera efisiensi anggaran dari pelaksanaan
kegiatan tahun lalu,

Febiskan Pengeluaran Pembiayaan pada tshun 2023 diarahkan penggunaannya
pads penyertaan modal (investasi) daerah ke Bank Fembangunan [Daerah (BPD),
Ferusahaan daerah Ajr Minum {PDAM), dan Parusahaan Daerah PT. Trikora.

4.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayasn Daarah dianggarkan
sebesar Rp. 80.251.515.213,06 dan dapal direalisasikan sebesar Rp. 80251 51521308
atau  100%. Sedangkan Pengeluaran pembiaysan dianggarkan sebesar Rp.
3.360.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.360.000.000.00 atau 100% Rincian
sslengkapnya untuk target dan realisasi pembiaysan daerah dapal disajikan pada tabel
berikut ini:

Tabel 3.4.2.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2023

2 3 4 5

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH £0.261.615.213,06 80.251.515.213,08 100%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun B0.251 51521306 80,251 515.213,06 T00%

Anggaran Sebelumnya
' PENGELUARAN PEMBIAYAAN ikt
 DAERAH = 3.360.000.000,00  3.360.000.000,00
. ! 336000000000 336000000000 0%
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BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Lesporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP} Kabupaten
Banggai Kepulauan tahun 2023 ini disusun dengan sungguh-sungguh agar dapat
menjadl cerminan Kinera Pemerintah Kabupaten Banggal Kepulauan selama tahun
2023, sehinggs diharapkan dapat barmanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan
kinerna untuk tahun-tahun yang akan datang LKjIP ini menyajikan informasi tingkat
keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam RPJMD.

Berdazarkan penilaian sendin (self assesmenf) atas realizas| pelaksanaan
rencana kinerja tahun 2023 melalui pengukuran kinera serta evaluasi dan analisis
pencapalan sasaran sirategis melalui proses penyesualan dan penagaman lerhadap
sasaran yang didukung indikator setingkat oufcome. Simpulan tingkal capaian
indikator kinerja dari dan 30 (dua puluh tiga) Indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam dokumen Penanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun beberapa indikator kinerja yang capaiannya di bawah 50% pada
tahun-tahun berikulnya akan di upayakan perbalkan guna peningkatan kinera
Pemerntah Kabupaten Banggal Kepulauan.

Kami menyadan masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan
laporan ini, uniuk itu tanggapan, saran, maupun kntik yang sifatnya membangun
sangat kami harapkan guna perbailkan dan penyempumnaan dalam penyusunan
laporan ini di masa yang akan datang.

Demikian LKJIP ini disusun, semoga bermanfaatl bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mewujudkan suatu
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (Good Gowemance) yang dapat

menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
sacare efisien, efektif dan ekonomis.

T
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